
 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan 

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : dr. BENNY, M. Kes 

Jabatan : DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR 

selanjutnya disebut Pihak Pertama 

 
Nama  : Drs. H. BUDIMAN, M.Pd 

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR 

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua 

 
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran 

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target 

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi 

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan 

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

 

    Malili,   16 Oktober 2023 

Pihak Kedua,   Pihak Pertama, 

BUPATI LUWU TIMUR DIREKTUR RSUD I LAGALIGO 

  

 

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd dr. BENNY, M. Kes 

 



 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1. 
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN 
RUMAH SAKIT 

 INDEKS KEPUASAN 
MASYARAKAT 

93 

2. 
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS 
KINERJA RSUD I LAGALIGO 

NILAI SAKIP HASIL EVALUASI 
INTERNAL INSPEKTORAT 

70.5 

 

 Program   Anggaran     Keterangan 

1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  Rp.127,248,451,286,-  APBD+BLUD 

Kabupaten/ Kota 

2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Rp.  21,913,207,805,-  APBD  

Upaya Kesehatan Masyarakat 

 

       BUPATI LUWU TIMUR DIREKTUR RSUD I LAGALIGO 

  

 

 

     Drs. H. BUDIMAN, M.Pd   dr. BENNY. M. Kes 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

 

NO. SASARAN PENJELASAN  

1. 
MENINGKATNYA MUTU PELAYANAN 
RUMAH SAKIT 

• Mutu Pelayanan Rumah Sakit adalah 
derajat kesempurnaan pelayanan Rumah 
Sakit untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat konsumen akan pelayanan 
kesehatan yang sesuai dengan standar 
profesi dan standar pelayanan dengan 
menggunakan potensi sumber daya yang 
tersedia di Rumah Sakit secara wajar, 
efisien dan efektif serta diberikan secara 
aman dan memuaskan sesuai dengan 
norma, etika, hukum dan sosio budaya 
dengan memperhatikan keterbatasan dan 
kemampuan pemerintah dan masyarakat 
konsumen. 

• Akreditasi Rumah Sakit merupakan salah 
satu cara untuk menilai mutu pelayanan 
Rumah Sakit. Peningkatan mutu 
pelayanan Rumah Sakit merupakan hal 
yang sangat penting, karena Rumah Sakit 
memberikan pelayanan yang paling kritis 
dan berbahaya dalam sistem pelayanan 
dan sasaran kegiatannya adalah jiwa 
manusia. 

2. 
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS 
KINERJA RSUD I LAGALIGO 

• SAKIP adalah rangkaian sistematik dari 
berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 
dirancang untuk tujuan penetapan kinerja 
dan pengukuran pengumpulan data, 
pengklasifikasian, pengikhisaran, dan 
pelaporan kinerja pada instansi 
pemerintah, dalam rangka pertanggung 
jawaban dan peningkatan kinerja instansi 
pemerintah. 

• Implementasi SAKIP merupakan bagian 
dari transformasi cara dan budaya kerja 
melalui penerapan manajemen kinerja 
sektor publik dan anggaran berbasis 
kinerja. 

 

 

 

 

 



NO. INDIKATOR KINERJA PENJELASAN 

1.  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

• Tingkat kepuasan masyarakat yang 
diperoleh data hasil pengukuran secara 
kuantitatif pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur 
penyelenggara pelayanan publik yaitu 
Rumah Sakit dengan pengisian kuesioner.  

• Salah satu upaya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik adalah perlu 
disusun IKM sebagai tolok ukur untuk 
menilai tingkat kualitas pelayanan RS. 

• Indeks Kepuasan Masyarakat dapat 
menjadi bahan penilaian terhadap unsur 
pelayanan yang masih perlu perbaikan 
dan menjadi pendorong setiap unit 
penyelenggara pelayanan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanannya. 

2. 
NILAI SAKIP HASIL EVALUASI INTERNAL 
INSPEKTORAT 

• Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah Evaluasi Internal Inspektorat 
Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) meningkat. 
Peningkatan ini menunjukkan komitmen 
dan antusiasme RS semakin meningkat 
seiring dengan manfaat yang dirasakan 
pada upaya reformasi birokrasi. 

 

NO. TARGET PENJELASAN 

1. 93 
Target Tahunan IKM diharapkan meningkat 
dari tahun sebelumnya untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan RS setiap tahunnya. 

2. 70.5 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
Evaluasi Internal Inspektorat menunjukkan 
nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP) RS Tahun 2022 diharapkan 
meningkat. 

 

       BUPATI LUWU TIMUR DIREKTUR RSUD I LAGALIGO 

 

 

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd   dr. BENNY. M. Kes 






































































































































	1. PK DIREKTUR.pdf (p.1-4)
	2. PK PAK BASO.pdf (p.5-9)
	3. PK BU EMI.pdf (p.10-15)
	4. PK BU HAJAR.pdf (p.16-19)
	5. PK PAK PUTU.pdf (p.20-23)
	6. PK BU UMI.pdf (p.24-28)
	7. PK PAK YANCE.pdf (p.29-33)
	8. PK PAK MUSLIMIN.pdf (p.34-38)
	9. PK BU PUNARTI.pdf (p.39-44)
	10. PK PAK ASIS.pdf (p.45-52)
	11. PK PAK SYIHAB.pdf (p.53-56)
	12. PK PAK YOPI.pdf (p.57-60)
	13. PK PAK PRATA.pdf (p.61-64)
	14. PK MASHAR.pdf (p.65-70)

